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BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI INDRAGIRI HULU,
bahwa dalam rangka mengelola uang daerah,
mendukung kelancaran penerimaan daerah dan
membiayai kegiatan pemerintah daerah/ pengeluaran
daerah sesuai rencana pengeluaran perlu adanya
kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah
pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien,
transparan dan bertanggung jawab;
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah
Pasal 19 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut tentang
pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan
rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur denganPeraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan
Rekening Kas Pemerintah Daerah.

a.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 295)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan PropinsiSumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

2.

3. Undang-Undang ...



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008tentang Tata Cara Penatausahaan dan PenyusunanLaporan Pertanggungjawaban Bendahara sertaPenyampaiannya;
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri HuluTahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri HuluNomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri HuluTahun 2014 Nomor 16);

12. Peraturan ...

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (LembaranDaerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARAPENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1.
2.
3.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintah daerah.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkapenyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uangtermasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan denganhak dan kewajiban daerah tersebut.
Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dandisetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkandengan Peraturan Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnyadisebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKDyang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUDadalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugasBUD.
Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerahselaku pengguna anggaran/barang.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkatSKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selakupengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaankeuangan daerah.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yangdipimpinnya.
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukanoleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaandaerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yangditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerahdan membayar seluruh pengeluaran daerah.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secarakonvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalamkegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

5.
6.

7,

8.

9.

17. Pengelolaan ...



17. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakuppengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untukmenanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secaraoptimal.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uangdaerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung_ seluruhpenerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah padabank yang ditetapkan.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untukmenerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD.20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalamrangka pelaksanaan APBD pada SKPD.21. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.22. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.23. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas UmumDaerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahunanggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidakperlu dibayar kembali oleh pemerintah.24. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas UmumDaerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahunanggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannyakembali oleh pemerintah.25. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan padawaktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.26. Saldo Kas Minimal adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening KasUmum Daerah yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana ataspengeluaran pemerintah daerah yang tak terduga.

Pasal 2Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagiperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkeuangan dalam melaksanakan pengelolaan rekening kas daerah.

Pasal 3Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaanpengelolaan rekening kas daerah berjalan sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan.
Pasal 4Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:uang daerah;

rekening bendahara umum daerah;bunga dan/atau jasa giro serta biaya pelayanan; danperencanaan kas, pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas.ao
oP

BAB IT
UANG DAERAH

Pasal 5
(1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.(2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uangdalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan PerangkatDaerah dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.

Pasal ...



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(1)

(2)

Pasal 6
Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
a. Penerimaan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah,hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaanpelunasan piutang; dan
c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitunganpihak ketiga.
Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh:
a. belanja daerah;
b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang,penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman,; danc. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitunganpihak ketiga, dan pengeluaran daerah lainnya.

BAB III
REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 7
Bupati menunjuk Bank Umum yang sehat sebagai pemegang rekeningkas daerah untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaandaerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
Penunjukan bank yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusanBupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Kepala SKPKD selaku BUD membuka rekening Kas Umum Daerah padaBank Umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (3) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yangditunjuk.
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnyamencakup:
a. jenis pelayanan yang diberikan;b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke RekeningKas Umum Daerah;

pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;pemberian imbalan atas jasa pelayanan;kewajiban menyampaikan laporan;sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayarkarena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; danh. tata cara penyelesaian perselisihan.Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan denganketentuan Bank Pemegang Rekening Kas Daerah.

(4)

d.
e.
f
g.

Pasal 8BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yangditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaanoperasional penerimaan daerah.
Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagairekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan keRekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari padaakhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian denganBank Umum bersangkutan.

(3) Dalam ...



(3)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(5)

Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati melalui BUDmengatur pelimpahan secara berkala yang diatur dalam perjanjian antaraBUD dengan Bank yang bersangkutan.BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yangditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaanoperasional pengeluaran daerah.
Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagairekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan/pengeluaran kas pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.BUD dapat menentukan saldo minimal yang ada pada rekeningpengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).Jumlah saldo minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuatdalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang ditunjuk.Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekeningpengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerahdilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.

(4)

(S)

BAB IV
BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 9Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yangdisimpan pada bank umum yang ditunjuk.Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksudpada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikanoleh bank umum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupatidengan Bank yang ditunjuk.
Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke rekening Kaspenerimaan/ Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V
PERENCANAAN KAS, PENGELOLAAN KELEBIHANDAN KEKURANGAN KAS

Pasal 10
Bupati melalui BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas(cash flow) dan menetapkan Saldo Kas Minimal untuk Rekening KasUmum Daerah dan Jumlah Saldo pengisian untuk rekening pengeluaran.Besaran saldo rekening Kas pengeluaran sebagaimana yang dimaksudpada ayat (1) disesuaikan dengan Anggaran Kas Pemerintah Daerahdan/atau dengan pertimbangan lain.

Pasal 11Kelebihan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/ataudiperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah melebihi kebutuhanpengeluaran Daerah dan dengan memperhatikan Saldo Kas Minimal.Saat terjadi kelebihan kas, BUD dapat memanfaatkan kelebihan kastersebut untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dapatmenempatkan Uang Daerah pada Bank Sentral/Bank Umum yangmenghasilkan bunga dalam bentuk deposito.Pemanfaatan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3)pemindahbukuannya dilakukan langsung dari Rekening Kas UmumDaerah.
Apabila BUD tidak membuka rekening Penerimaan, Deposito yang telahjatuh tempo, pokok beserta bunganya akan langsung dipindahbukukanke rekening Kas Umum Daerah.

(1

(2)

(4)

(6) Apabila...



(6) Apabila BUD membuka rekening penerimaan, Deposito yang telah jatuhtempo, Pokok Depositonya akan langsung dipindahbukukan ke rekeningKas Umum Daerah, sedangkan untuk Bunga Deposito akan ditransfer keRekening Penerimaan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada BankUmum dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 12
(1) Kekurangan Kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/ataudiperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah lebih kecil darikebutuhan pengeluaran Daerah pada periode tertentu setelahdiperhitungkan dengan saldo awal dan Saldo Kas Minimal.
(2) Pengelolaan Kekurangan Kas dilakukan dengan melakukan penarikandari rekening penempatan pada bank Umum.
(3) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman padaperjanjian antara bendahara umum daerah dengan bank tentangpenempatan uang daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, untuk rekening milik BendaharaUmum Daerah yang telah ada tidak perlu ditutup dan penggunaannyadisesuaikan dengan peruntukannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten IndragiriHulu

Ditetapkan di Rengat
da tanggal 23 Agustus 2019

TI INDRAGIRI HULU,

H. YOPI ARIANTO

“pada =B3-“Agustus2019 -
iundangkan di RengateeeDi

tanggal 9
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

<=

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 61
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